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1. Penajaman tata kelola
perencanaan strategis
serta program kegiatan
berbasis dampak pada 
K/L/D

2.Mendorong joint outcomes
lintas Instansi Pemerintah

3.Reformulasi
kebijakan/program 
pengentasan kemiskinan

1. Penataan proses bisnis
sektor perizinan lintas
K/L/D

2.Reformulasi
kebijakan/program 
peningkatan investasi

Penguatan tata kelola
birokrasi merespons hal-hal

mendesak sesuai arahan
Presiden

1. Keterpaduan Layanan Digital 
2. Integrasi dan validasi Data
3.Distribusi Digital talent (Talenta Digital)
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Hasil yang Diharapkan

1. Arsitektur SPBE Nasional sebagai 
panduan integrasi dan 
interoperabilitas antar proses 
bisnis dan dukungan TIK, serta 
penguatan keamanan informasi 
secara terpadu

2. Mempercepat terbentuknya 
Layanan Digital Nasional, 
bagian upaya modernisasi 
birokrasi berbasis digital

3. Mendukung efektivitas tata Kelola 
pemerintahan, meningkatkan 
Tingkat Kematangan SPBE

Tantangan Penerapan 
Digital Government

1. Pembangunan TIK 
sektoral

2. Tata Kelola TIK dan 
data tidak terpadu

3. Tingkat Kematangan
SPBE rendah

4. Belum optimal 
penerapan Keamanan 
Informasi

Percepatan Penerapan SPBE

1. Perlunya peningkatan kualitas 
layanan pemerintah, melalui
pemanfaatan teknologi digital

2. Kebutuhan penguatan kolaborasi dan 
koordinasi

3. memperkuat Keamanan Informasi
4. Keperluan integrasi layanan

pemerintah, melalui mekanisme 
interoperabilitas, 

5. Menumbuhkan-kembangkan inovasi
proses bisnis

6. Penerapan standardisasi TIK untuk 
peningkatan kualitas layanan digital 
Nasional 

7. Peningkatan keselarasan 
perencanaan dan penganggaran SPBE, 
meningkatkan efisiensi dan efektivitas 
penerapan SPBE

TANTANGAN, URGENSI ARSITEKTUR SPBE DAN HARAPAN
TATA KELOLA PEMERINTAHAN DIGITAL DI INDONESIA
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R E K O M E N D A S I   B E L A N J A SPBE
INSTANSI PUSAT

5

Pemberian rekomendasi belanja TIK pada Instansi Pusat, dilakukan sejak 
Tahun Anggaran 2019, berdasarkan pemberian kewenangan dari Menteri 
Keuangan dan Menteri PPN (Surat Bersama).

Pelaksanaan teknis dilaksanakan pada tingkat Eselon I (Rekomendasi diberikan dari Deputi 
Kelembagaan dan Tata Laksana dan Dirjen APTIKA kepada Dirjen Anggaran Kemenkeu)

Pelaksanaan untuk TA 2023 (hingga bulan Juni 2023)

Persiapan pelaksanaan 
untuk TA 2024

1. Telah dikeluarkan Surat Bersama (Menteri 
Keuangan dan Menteri PPN), tanggal 10 April 
2023

2. Surat Bersama untuk TA 2024, menambah 
konten rekomendasi belanja TIK untuk 
lingkup kegiatan pengelolaan Data

3. Telah dilakukan pembahasan teknis dengan 
Kemenkominfo dan KemenPPN/Bappenas 
untuk penyiapan Surat Bersama (Menteri 
PANRB, Menteri Kominfo, Menteri PPN) dalam 
teknis pelaksanaan rekomendasi belanja TIK 
pada Instansi Pusat

1. Lingkup rekomendasi belanja TIK, bersumber dari 
Rupiah murni dan dari hibah (grant), hutang (loan) 
atau pendanaan lainnya yang masuk pada DIPA K/L

2. Total usulan belanja SPBE, sebesar 6,25 T dari 42 
Instansi Pusat (masih terdapat 24 Instansi Pusat yang 
belum mengajukan)

3. 1295 dokumen belanja TIK dengan total 6,25 T, terdiri 
dari 2,7 T berupa belanja Aplikasi dan 3,55 T berupa 
belanja infrastruktur TIK

4. Sebesar 310 M, usulan belanja TIK tidak dilanjutkan, 
dikarenakan pembangunan aplikasi bersifat duplikasi 
dan penyediaan infrastruktur yang sudah disediakan 
dari KemenKominfo

5. Terdapat isu pemberian rekomendasi, bagi belanja 
TIK yang sudah menjadi komitmen pemerintah 
kepada pihak donor (grant, loan). Sehingga diperlukan 
pembahasan yang melibatkan negara donor, Kemenkeu, 
dan Bappenas, dan para pihak terkait

42%
53%

Aplikasi dilanjutkan
Aplikasi tidak dilanjutkan
Infrastruktur dilanjutkan
Infrastruktur tidak dilanjutkan

3%

2%



ARSITEKTUR SPBE
TANPA & DENGAN
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SPBE sebagai Enabler Transformasi Digital Nasional
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Sistem Pemerintahan Berbasis 
Elektronik adalah penyelenggaraan 
pemerintahan yang 
memanfaatkan teknologi informasi 
dan komunikasi untuk 
memberikan layanan kepada 
Pengguna SPBE.

TUJUAN SPBE
• Mewujudkan tata kelola

pemerintahan yang bersih, efektif, 
transparan, dan akuntabel

• Mewujudkan pelayanan publik
yang berkualitas dan terpercaya

• Meningkatkan keterpaduan dan 
efisiensi penyelenggaraan SPBE

DAMPAK SPBE Terwujudnya hasil berbagai program 
prioritas pemerintah seperti:
• pengentasan kemiskinan
• pemberantasan korupsi
• peningkatan investasi
• penggunaan produk dalam negeri

KERANGKA KERJA PERPRES 95/2018
meliputi seluruh unsur-unsur SPBE

Peraturan Presiden tentang Arsitektur SPBE
Nasional, sebagai payung hukum keterpaduan
penyelenggaraan pemerintahan berbasis SPBE
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Bukti komitmen pemerintah
mengakselerasi implementasi
integrasi proses bisnis, data & 
informasi, insfrastruktur SPBE, 
aplikasi SPBE & keamanan SPBE 
untuk Pencegahan korupsi & 
peningkatan kualitas pelayanan
publik

Perpres Arsitektur
SPBE Telah 
Ditandatangani Bapak
Presiden
Joko Widodo

Peraturan

Presiden

No. 132/2022
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ARSITEKTUR
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
SESUAI AMANAT PERATURAN PRESIDEN NOMOR 95 TAHUN 2018 TENTANG SPBE

Kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi bisnis, data dan 
informasi, aplikasi, infrastruktur SPBE, dan Keamanan SPBE untuk
menghasilkan layanan pemerintah yang terintegrasi

DEFINISI

MANFAAT

Disusun untuk jangka waktu 5 tahun
JANGKA WAKTU

• Arsitektur SPBE Nasional
• Arsitektur SPBE Instansi Pusat
• Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah

TERDIRI DARI
KERANGKA ARSITEKTUR SPBE NASIONAL

Tata Kelola SPBE

Manajemen SPBE

Domain Keamanan SPBE

Domain 
Aplikasi 

SPBE

Domain Layanan SPBE

Tujuan dan Sasaran SPBE

Visi dan Misi SPBE

Arsitektur SPBE

Domain 
Infrastruktur SPBE

Domain Data dan 
Informasi

Domain Proses 
Bisnis Berbagi data dan informasi sesuai kebijakan Satu Data Indonesia

Meningkatkan keselarasan perencanaan dan penganggaran SPBE, sehingga 
meningkatkan efisiensi dan efektivitas penerapan SPBE

Menghilangkan tumpang tindih fungsi bisnis pemerintahan

Menerapkan standardisasi TIK dan standarisasi kualitas layanan
digital Nasional (Service Level Agreement)

Memudahkan integrasi layanan pemerintah, sehingga menumbuhkan-
kembangkan inovasi proses bisnis dan layanan baru

Menghilangkan duplikasi aplikasi dan infrastruktur TIK, serta
memperkuat Keamanan Informasi
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KETERKAITAN ANTAR DOMAIN ARSITEKTUR
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Referensi Arsitektur
Proses Bisnis

Referensi Arsitektur
Layanan

Referensi Arsitektur
Data dan Informasi

Referensi Arsitektur
Aplikasi

Referensi Arsitektur
Keamanan

Domain Arsitektur
Proses Bisnis

Domain Arsitektur
Data dan Informasi

Domain Arsitektur
Layanan

Domain Arsitektur
Aplikasi

Domain Arsitektur
Infrastruktur

Domain Arsitektur
Keamanan

Referensi Arsitektur
Infrastruktur

Identifikasi layanan digital terintegrasi Dukungan TIK Terintegrasi



Proses bisnis lintas sektor

Digital Transformation - Mekanisme kerja Digital

Cryptography as a Services (CraaS)

Tata Kelola SPBE

Manajemen SPBE

Domain Keamanan SPBE

Domain 
Aplikasi 

SPBE

Domain Layanan SPBE

Tujuan dan Sasaran SPBE

Visi dan Misi SPBE

Arsitektur SPBE

Domain 
Infrastruktur SPBE

Domain Data dan 
Informasi

Domain Proses 
Bisnis

Layanan Digital
Nasional

SE Menteri PANRB nomor 18/2022 tentang 
Keterpaduan Layanan Digital Nasional melalui 
Penerapan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE
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PAGE

Dukungan Teknologi

Identifikasi Layanan Pemerintah

Dukungan Manajemen dan Tata Kelola

Arsitektur SPBE

Kerangka Kerja SPBE

Kerangka Kerja dan Arsitektur SPBE 
ini sesuai bentuk Peraturan

Presiden

KERANGKA KERJA
ARSITEKTUR SPBE
APLIKASI SIPD

Tata Kelola SPBE

Manajemen SPBE

Domain Keamanan SPBE

Domain 
Aplikasi 

SPBE

Domain Layanan SPBE

Tujuan dan Sasaran SPBE

Visi dan Misi SPBE

Arsitektur SPBE

Domain 
Infrastruktur SPBE

Domain Data dan 
Informasi

Domain Proses 
Bisnis

Layanan:
Perencanaan dan Penganggaran

Pemerintah Daerah

Aplikasi:
SIPD

Infrastruktur:
- PDN
- SPLP
- JIP

Proses Bisnis:
Perencanaan dan 

Penganggaran

Data dan 
Informasi:

Perencanaan dan 
Penganggaran



13

Kondisi Saat Ini

Sistem Informasi yang 
belum terintegrasi

Keselarasan 
Arsitektur 
SPBE Nasional

Strategi 
transformasi:

Digitalisasi pemerintahan 
yang bersifat silo atau 
sektoral

Keterpaduan 
dan Inklusivitas
Layanan

Strategi 
transformasi:

Transformasi Layanan 
Pemerintah :
1. Digital Services
2. Electronic Self Services
3. Mobile Services

APLIKASI UMUM SPBE mendukung terwujudnya 
LAYANAN DIGITAL NASIONAL

Manfaat:
• Konsolidasi data

• Akuntabilitas pemerintahan
• Keterpaduan layanan digital 

pemerintah 
• Efisiensi pengelolaan layanan TIK 

Nasional
• Berbagi pakai dan interoperabilitas 

sistem informasi 



Infrastruktur SPBE adalah semua 

perangkat keras, perangkat lunak, 

dan fasilitas yang menjadi 

penunjang utama untuk 

menjalankan sistem, aplikasi, 

komunikasi data, pengolahan dan 

penyimpanan data, perangkat 

integrasi/penghubung, dan 

perangkat elektronik lainnya.

INFRASTRUKTUR SPBE

Infrastruktur SPBE Nasional adalah Infrastruktur SPBE yang terhubung

dengan Infrastruktur SPBE instansi pusat dan pemerintah daerah dan 

digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan pemerintah daerah.

Infrastruktur SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah (IPPD) 

adalah Infrastruktur SPBE yang diselenggarakan oleh instansi pusat

dan pemerintah daerah masing-masing.

terdiri atas: a. Pusat Data Nasional;

b. Jaringan Intra pemerintah; dan

c. Sistem Penghubung Layanan pemerintah.

terdiri atas: a. Jaringan Intra IPPD; dan

b. Sistem Penghubung Layanan IPPD.



Referensi Arsitektur Infrastruktur SPBE

Tingkat 1 (Domain Infrastruktur)

Tingkat 2 (Area Infrastruktur)

Tingkat 3 (Kategori Infrastruktur)

Tingkat 4 (Sub Kategori Infrastruktur)

SPBE Nasional

Domain Arsitektur Infrastruktur SPBE

Platform

Sistem Integrasi

Fasilitas Komputasi

Pusat Data Nasional Pusat Kendali

Sistem Penghubung Layanan (SPL) Pemerintah

Jaringan Intra Pemerintah

Jaringan Intra Instansi Pusat Jaringan Intra Pemerintah
Daerah

Pusat Komputasi

Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi

SPL Instansi Pusat SPL Pemerintah Daerah

Komputasi Awan

Taksonomi ReferensiStruktur Referensi

Tata Kelola SPBE

Manajemen SPBE

Domain Keamanan SPBE

Domain 
Aplikasi 

SPBE

Domain Layanan SPBE

Tujuan dan Sasaran SPBE

Visi dan Misi SPBE

Arsitektur SPBE

Domain 
Infrastruktur SPBE

Domain Data dan 
Informasi

Domain Proses 
Bisnis

REFERENSI ARSITEKTUR INFRASTRUKTUR SPBE



INFRASTRUKTUR
SPBE
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SaaS

PaaS

IaaS

Silo Infrastruktur TIK 

Software as
a Services

Platform as a Services

Infrastructure as a Services

Pengelolaan infrastruktur TIK pada masing-masing Instansi Pusat 
dan Pemerintah Derah, dengan beragam standar pengelolaan 

layanan TIK, data, hingga beragam tingkat keamanan informasi 

Arah pengelolaan 
infrastruktur TIK 
berbagi pakai kepada 
Instansi Pusat dan 
Pemerintah Daerah, 
dengan pemanfaaatan 
“Government Cloud”

Kerangka infrastruktur dan 
aplikasi untuk mendukung
komputasi awan, sebagai

bagian layanan
Pusat Data Nasional

SecaaaS
(Security as a Services)

BdaaS
(Big Data as a Services)



Ø KOMPUTASI AWAN

Ø PERANGKAT LUNAK PLATFORM

Ø PERANGKAT KERAS SERVER

Ø PERANGKAT KERAS MEDIA PENYIMPANAN

Ø PERANGKAT KERAS JARINGAN

Ø PERANGKAT KERAS KEAMANAN

Ø PERANGKAT KERAS PERIFERAL

Ø SISTEM PENGHUBUNG LAYANAN PEMERINTAH

Ø JARINGAN INTRA PEMERINTAH

Ø FASILITAS KOMPUTASI

METADATA ARSITEKTUR 
INFRASTRUKTUR SPBE
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TRANSFORMASI DIGITAL PELAYANAN PUBLIK 
PEMANFAATAN DIGITAL ID BERBASIS DATA 
KEPENDUDUKAN

Tata Kelola SPBE

Manajemen SPBE

Domain Keamanan SPBE

Domain 
Aplikasi 

SPBE

Domain Layanan SPBE

Tujuan dan Sasaran SPBE

Visi dan Misi SPBE

Arsitektur SPBE

Domain 
Infrastruktur SPBE

Domain Data dan 
Informasi

Domain Proses 
Bisnis

Melalui arsitektur SPBE, tidak 
mengutamakan pembangunan 
aplikasi baru, tetapi 
memastikan interoperabilitas 
antar aplikasi existing menjadi 
layanan digital pemerintah 
yang terpadu 
(berupa platform digital 
nasional, dengan 
mengintegrasikan 
e-services berbagai instansi)

Arsitektur SPBE Nasional sudah dan akan terus disesuaikan untuk mengadopsi konsep DIGITAL PUBLIC INFRASTRUCTURE (DPI), 
yaitu tren pemerintahan digital di dunia yang fokus ke 3 sistem dasar (identitas digital, platform pertukaran data, dan
pembayaran digital) sebagai fondasi pemerintahan digital. Saat ini juga bahkan sudah ada piagam PBB khusus untuk DPI

Portal Nasional Pelayanan Publik akan mendukung dalam
program MPP-Digital

Digital Public Infrastructure (DPI) 

Inisiatif Strategis
2024 DP

I

Berbasis data kependudukan
(UU 24/2013 Administrasi Kependudukan)
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Menteri 

Kominfo

MENTERI PANRB
(Ketua Tim Koordinasi 

SPBE Nasional)

Menteri 
Dalam NegeriKepala BRIN

Kepala BSSN

Menteri 

Keuangan

Menteri 
PPN/Bappenas

TIM KOORDINASI SPBE NASIONAL
PERAN DALAM PENERAPAN ARSITEKTUR SPBE

• Ketua Tim Koordinasi SPBE Nasional (Chief Information Officer – CIO Nasional)
• Mengoordinasikan seluruh program SPBE Nasional (Project Managemen Office – PMO 

Nasional)
• Mengoordinasikan keselarasan Arsitektur SPBE Instansi Pemerintah
• Pembina Domain Arsitektur Proses Bisnis
• Pembina Domain Layanan SPBE

Menteri PANRB

Menteri PPN/ Bappenas

• Mengoordinasikan perencanaan SPBE K/L 
dan Nasional, sesuai Arsitektur SPBE 
Nasional

• Pembina Domain Arsitektur Data dan 
Informasi (Selaras dengan Kerangka 
Satu Data Indonesia)

• Chief Data Officer (CDO) Nasional

Menteri Keuangan
• Mengoordinasikan penganggaran SPBE K/L 

dan Nasional, sesuai Arsitektur SPBE 
Nasional

• Chief Financial Officer (CFO) Nasional
Kepala BSSN

• Mengoordinasikan keamanan SPBE K/L/D
• Menyusun standar keamanan SPBE Nasional
• Menetapkan manajemen dan melaksanakan audit 

keamanan SPBE
• Pembina Domain Arsitektur Keamanan SPBE
• Chief Information Security Officer (CISO) Nasional

Menteri Kominfo
• Pembina Domain Arsitektur Aplikasi
• Pembina Domain Arsitektur Infrastruktur SPBE
• Chief Technology Officer (CTO) Nasional

Menteri Dalam Negeri
• Mengoordinasikan penerapan SPBE di Pemda, 

melalui pemanfaatan Arsitektur SPBE
• Mendorong komitmen Kepala Daerah, untuk 

menyusun dan menetapkan Arsitektur SPBE 
Pemerintah Daerah selaras dengan Arsitektur 
SPBE Nasional

• Chief Regional Government Officer (CRGO)

• Pemanfaatan Arsitektur SPBE dalam 
pelaksanaan riset dan menciptakan inovasi 
layanan digital, seperti penggunaan 
kecerdasan artifisial

• Chief Research and Innovation Officer 
(CRIO) Nasional

Kepala BRIN

Peraturan

Presiden

No. 132/2022
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ORKESTRASI KEMENKO
DALAM LAYANAN DIGITAL NASIONAL

Penanganan
program 

nasional secara
terpadu melalui

peningkatan
akurasi

dan 
akuntabilitas

dalam
penyelenggaraa
n program lintas

sektor

Interoperabilitas 
Aplikasi & 
Teknologi 

Informasi serta 
keamanan 
informasi

Platform
digital 

layanan
penangana
n program 
nasional 
berbasis

Arsitektur
SPBE

Tata Kelola SPBE

Manajemen SPBE

Domain Keamanan SPBE

Domain 
Aplikasi 

SPBE

Domain Layanan SPBE

Tujuan dan Sasaran SPBE

Visi dan Misi SPBE

Arsitektur SPBE

Domain 
Infrastruktur SPBE

Domain Data dan 
Informasi

Domain Proses 
Bisnis

Tata kelola
penyelenggaran

Satu Data 
Indonesia, menuju
interoperabilitas

data dan 
informasi lintas

sektor dalam
penanganan

program nasional 
(Data-Driven 

Policy)

Orkestrasi & 
harmonisasi
penanganan

program 
nasional

antar
Instansi

Pemerintah

Kementerian 
Koordinator Bidang
Politik, Hukum, dan 

Keamanan

Kementerian 
Koordinator Bidang

Perekonomian

Kementerian Koordinator
Bidang Pembangunan 

Kemanusiaan dan 
Kebudayaan

Kementerian Koordinator
Bidang Kemaritiman dan 

Investasi

Percepatan penanganan program nasional melalui kolaborasi lintas sektor
& dapat semakin dipercepat dengan orkestrasi layanan digital oleh 

Kemenko

Keterpaduan Layanan Digital Nasional 
ditopang oleh Arsitektur SPBE



P E M B I N A A N   P E N E R A P A N   A R S I T E K T U R   SPBE
Hingga Minggu Ketiga Juni 2023

Prov. Bengkulu

Prov. 
Kalimantan 
Barat

Prov. NTB

Prov. 
Sulawesi 
Tengah

Prov. 
Sulawesi 
Barat

Prov. 
Maluku Utara

Prov. Maluku
Prov. 
Papua Barat Prov. 

Papua
Tengah

Prov. 
Papua
Pegunungan

Prov. 
Papua Selatan

Telah dilakukan Pembinaan 2022 
16 Pem Prov dan 287 Pem Kab/Kota

Telah dilakukan Pembinaan 2023 (Hingga Juni)
24 Pem Prov dan 411 Pem Kab/Kota (akumulasi) 

Belum dilaksanakan

Mekanisme pembinaan melalui bimtek pada Pem Prov beserta Pemkab/PemKot 
di lingkungannya, dilanjutkan diskusi daring via Whatsapp Group per-Provinsi. 
Sehingga mampu menyusun Arsitektur SPBE via aplikasi secara terpadu di lingkup 
Provinsi

Pelaksanaan bimtek, juga bekerja sama dengan Kementerian Kominfo 
(Balitbang) melalui program Government Transformation Academy (GTA), 
dimana telah Menyusun kurikulum mengenai Arsitektur SPBE

Prov Papua dan Papua 
Barat, sudah dilakukan 
pembinaan di 2022, 
masih diperlukan 
pembinaan lanjutan, 
dikarenakan terdapat 
pemekaran wilayah

No Provinsi Ibu Kota Tahun Pembinaan
1 Nangroe Aceh Darussalam Banda Aceh 2022
2 Sumatera Utara Medan 2023
3 Sumatera Barat Padang 2023
4 Riau Pekanbaru 2022
5 Kepulauan Riau Tanjung Pinang proses 2023
6 Jambi Jambi 2022
7 Sumatera Selatan Palembang 2023
8 Bengkulu Bengkulu proses 2023
9 Lampung Bandar Lampung 2022

10 Bangka Belitung Pangkalpinang proses 2023
11 DKI Jakarta Jakarta 2022
12 Jawa Barat Bandung 2022
13 Banten Serang 2022
14 Jawa Tengah Semarang 2022
15 Yogyakarta (DIY) Yogyakarta 2022
16 Jawa Timur Surabaya 2022
17 Bali Denpasar 2022
18 Nusa Tenggara Barat (NTB) Mataram proses 2023
19 Nusa Tenggara Timur (NTT) Kupang 2022
20 Kalimantan Barat Pontianak proses 2023
21 Kalimantan Tengah Palangkaraya 2023
22 Kalimantan Selatan Banjarbaru 2023
23 Kalimantan Timur Samarinda 2022
24 Kalimantan Utara Tanjung Selor 2023
25 Sulawesi Utara Manado proses 2023
26 Gorontalo Gorontalo 2023
27 Sulawesi Tengah Palu proses 2023
28 Sulawesi Selatan Makassar 2022
29 Sulawesi Barat Mamuju proses 2023
30 Sulawesi Tenggara Kendari 2023
31 Maluku Kota Ambon proses 2023
32 Maluku utara Sofifi proses 2023
33 Papua Jayapura 2022
34 Papua Barat Manokwari Tambahan 2023
35 Papua Tengah Nabire Tambahan 2023
36 Papua Pegunungan Jayawijaya Tambahan 2023
37 Papua Selatan Merauke Tambahan 2023
38 Papua Barat Daya Sorong 2022 2121



INDIKATOR 16 
Layanan Pusat Data

(1/3)

Level 1
Instansi Pusat/Pemerintah
daerah belum atau sudah
memiliki layanan pusat data 
dimaksud

Kriteria Bukti Dukung:
● Dokumentasi pemanfaatan

Layanan Pusat Data, Sop 
penggunaan pusat data

● notulensi/laporan hasil
pembangunan Layanan
Pusat Data. dan/atau bukti
undangan rapat
pembangunan Layanan
Pusat Data

Level 2
IPPD sudah memiliki layanan 
pusat data yang 
dimanfaatkan oleh sebagian
unit kerja/perangkat daerah

Kriteria Bukti Dukung:
● Dokumentasi 

pemanfaatan Layanan 
Pusat Data pada 
sebagian unit 
kerja/perangkat daerah 
yang menggunakan 
dan/atau SOP 
penggunaan pusat data. 
serta didokumentasikan 
secara formal

Level 3
IPPD sudah memiliki layanan pusat 
data yang memiliki prosedur 
pengoperasian baku pusat data 
yang dimanfaatkan oleh seluruh
unit kerja/perangkat daerah

Kriteria Bukti Dukung:
● Dokumentasi pemanfaatan 

Layanan Pusat Data pada 
seluruh unit kerja/perangkat 
daerah yang menggunakan dan 
SOP penggunaan pusat data, 
serta didokumentasikan secara 
formal

Gambaran 
Bukti Dukung

Level 3



Kriteria Bukti Dukung:
● Dokumentasi pemanfaatan Layanan Pusat Data pada 

seluruh unit kerja/perangkat daerah yang menggunakan 
dan SOP penggunaan pusat data, serta didokumentasikan 
secara formal



Level 4

IPPD memiliki Layanan Pusat Data yang 
mendukung interkoneksi/integrasi dengan
pusat data yang diselenggarakan oleh IPPD 
lain atau Pusat Data Nasional, serta telah
dilakukan reviu dan evaluasi secara
berkala

Kriteria Bukti Dukung:
● Dokumentasi pemanfaatan Layanan

Pusat Data, SOP penggunaan pusat
data, dokumen interkoneksi dengan
Pusat Data IPPD lain dan/atau Pusat 
Data Nasional

● Notulensi hasil evaluasi Layanan Pusat 
Data, bukti undangan rapat evaluasi
Layanan Pusat Data, dan/atau
dokumentasi aktivitas-aktivitas evaluasi
Layanan Pusat Data

INDIKATOR 16 
Layanan Pusat Data

(2/3)
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Dokumen Reviu 
dan Tindak Lanjut



Level 5
Layanan Pusat data IPPD 
telah dilakukan perbaikan
atau peningkatan sebagai
tindak lanjut hasil reviu dan 
evaluasi

INDIKATOR 16 
Layanan Pusat Data

(3/3)

Dokumen Reviu 
dan Tindak Lanjut

Dokumen Lama

Dokumen Baru

Dokumen 
change request:
-penambahan
-perubahan
-penghapusan 
VM/VPS, beserta 
dashboard 
monitoring-nya

Kriteria Bukti Dukung:
● Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut

Layanan Pusat Data dan dokumentasi aktivitas analisis komparasi atau penyempurnaan
Layanan Pusat Data

● Dokumen pemanfaatan Layanan Pusat Data, SOP, Dokumentasi Interkoneksi Layanan
Pusat data yang berlaku sebelumnya;

● Dokumen pemanfaatan Layanan Pusat Data yang telah disempurnakan dan telah
ditetapkan



26

EAMS

Project
Budget 

Evaluation 

IT PMS ITAMS

Asset
H/W,S/W

Data
As-Is

EAMS

To-Be

IT
 b

as
ic

 p
la

n

IT project plan budgeting Preparation Contract Execution

Finish

OperationEvaluation plan

Final R
eview

•Develop project
•Redundancy check
•Check relation info in EA
•Update architecture

Planningà Aplikasi EGA SPBE Execution

MaintenanceEvaluation

•Make a draft
•Check relation info in EA
•FS
•Suitability of budget
•Update architecture

•Project correlation
•FS
•Suitability of budget
•IT asset sharing
•Register/verify adjusted budget

•RFP
•Project to be discussed in advance
•Redundancy check
•IT asset sharing, interoperability

•contract •PID
•Daily change
•Project progress
•Report 

•Action result report
•Architecture update
•Acceptance Test result
•Asset registration

•PID
•Change check 
•Progress check
•report

•Business performance result

A
udit

•Audit plan
•Project monitoring
•Audit report

evaluation

•Register/review performance 
indicator

•Register/review performance result
•Select project to be evaluated internally

Maintenance 

•Operation plan
•Identify operation item
(system, data, infra)

TATA KELOLA SPBE
BERBASIS ARSITEKTUR SPBE
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TERIMA KASIH


